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I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Sima di Provinsi Nusa Tenggara
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 26, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4188);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Puss,
dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia
Nomor 44:38);

3. Undang-Undang NomOI' 12 Tahun 2011 tentang
Pembenrukan Peraurran Perundang-undangan
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lJ
NomoI' 82. Tambahan Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana tetah diubah
dengan Undang-Undang Nemer 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang NomoI' 12
Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan
Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nemer 183, Tambaban
Lembaran NegaraRepubUkIndonesia Nomor 6398);

4. Uodang-Undang NomoI' 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik

Mengingat

Mcnimbang : a, bahwa daJam rangka Penataan PegawaiNegeri Sipil
di Lingkup Pemerintah Kota Bima, maka perlu
peogaturan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Dan,
DaJam dan Ke Instansi di Luar Pemerintah Kota
Bima;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menet.apkan
Peraturan Waiikota tentang Mekanisme Mutasi
Pegawai NegeriSipiJ Lingkup Pemertntah Kota Bima;

WALIKOTA BIMA,

DJ;;NGANRAliMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGER] SIP]L L1NGKUP PEMERINTAH
Ko'rA SIMA

TENTANG

PERATURAN WAUKOTA BIMA
NOMOR ;>~TAHUN 2021

WAL[KOTA BrMA
PROVINSI NUSA TENOGARA BARAT



Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lernbaran NegaraRepubtik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 L4 lentang
Pemerint.ahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587)
sebagalmanatelah diubah beberapakali terakhir
dengan Unctang-Undang Nemer 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja {Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573};

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20L4 tentang
Administrasi Pemerintahan [Lembaran Negara
Republik Lndonesia Tahun 20 J 4 Nomor 292,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) eebagatmana tetah diubah dengan
Undang-Undang NomoI' 1I Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negal'a Republik Indonesia
Tahun 2020 Nemer 245, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 6573):

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun L977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran
Negara Indonesia Tahun 1977 Nomor J L. Tarnbahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3098)
sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraruran Pemerintah NODlor j 5 Tahun
2019 (entang Perubahan Kedelapanbelas alas
Peraruran Pemerintah NomOI'7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawal Negeri Sipil [Lembaran
NegaraRepubUk Indonesi Tahun 2019 Nomor 43):

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
ten tang Perangkat Daerah [Lembaran Negare
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia
Nomor 5887) scbagairnana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerincah
Nomor L8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor L87, Tambahan Lembaran Negara RepubJik
Indonesia Nomor 6402);

9_ Peraturan Pemerintah Nornor 11 Tahun 2017
tentang Manajcmcn Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 NomoI' 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nemer 6037} sebagaimanl\ telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan A[as Peraturan Pemerintah
Nomor 1 1 Tahun 2017 teotang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembenwkan Produk Hukum Daerah
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan



Dalam Peraturan Walikola inl yang dimaksud dengan:
I. DaeTab adatah Daerah Kota Bima.
2 Pemerintah Onerah ..dalah WalikOt8 sebagai unsur penycknggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadl kewenangan daerah otnnom.

3. Walikota adalab WaHkots Birna.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota.
5. Sekretaris Daerah ndalah sekretans Daerah KOla Bima.
6. Badan Kepegawaian dan Pengcmbangan Sumber DAYa Manusia

yang selanjutnya dtsingkat BKPSDM adalah Satuan Kerja Perangkat
Oaerah yang menyelenggarakan urusan Pemertrnahan Daerah d.i
bidang kepegawaian daerah Kola Bima.

7. Mutas! adalah perpindahan tugas dan/atau lokss; dalam I (satu)
Instansi Daerah, maupun antar Instansi Daerah.

8 Pegawai Negeri Sipil aelanjulnya disingkat PNS adalsh warga negara
lndonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
pegawai Apararur Sip~ Negara secara terap olch pejabat pembina
kepegawaian umuk menduduki jabatan pemerintahan.

9. Jabatan adalah suntu kedudukan yang menunjukan rugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak secrang Pegawai Negen Sipil
dalam suatu sntuan organlsasi negara,

10. Pangkat adaJah kedudukan yang menunjukkan tlngkat seseorang
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalum rangkalan
susunan kepegawaian dan digunakan sebagai d851lrpenggajian.

11. Colongan ruang ndoJah golongan ruang gaji pokok sebagaimana
diatur daJam ketenruan pcrundang-undangan yang berlaku teDtang
gajl Pegs"'''' Negen Sipil

12 PeJabat yang Berwenang adatah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan PJ'OS¢S pengangkatan, pemindahan. dan
pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

13.Pejabar Pembina Kepegawaian setanjutnye disingkal PPK adalab
pejabat yang mempunyar kewenangan menetapkan pengangkatan,

Pasal 1

BAB I
KETr!:NTUAN lJMUM

MEMUruSKAN:
PERAruRAN WAUKOTA TENTANO MEKANISME
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL WNGKUP
PEMERINTAH KOTA BlMA.

Menetapkan

Peraturnn Menteri DaJam Negen Nomor 120 Tabun
2018 tentang Perubahan Atas Peroturan Menteri
Dalrun Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita Negara
Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 157);

II. Pcraturan Badan Kepegawaian Negara Republik
Indonesia Nomor 5 Tabun 2019 ternang Tata Carn
Pelaksanaan MUlasi IBerila Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);



Mutasi tugas dan penempatan PNS di Lingkup Pcmcrintah Kota Bima
pada prinsipnya dilakukan secara obyektif berdasarkan
fonnasi/kebutuhan dan kompetensi.

Pasal3

BABH
PRINSIP, TUJUAN DAN RUANGLlNGKUP

II) Penyusunan Peraturan Walikota Ini dimaksudkan sebagai acuan
pelaksanaan Perpindahan Pegawai Nege,; Sipil Dan. Dalam dan Ke
tnstansi di Luar Pemerintab KOla Bima.

(2) Penyusunan Peraturan Walikota ini bertujuan untuk lebib
meningkatkan kualitas pelayanan Perpindahan Pegawai Negeri
SipiJ Dari, Oalam dan Ke Instansi di Luar Pernerintah Kota Bima.

Pasal2

pernindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan
manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

14. Pegawai Pindahan adalah :
a. PNS Daerah Pemerintab Kota Bima yang melakukan pindah

tugas ke lnstansi di luar PemertntahKota Sirna;
b. PNS di luar Pemerintah Kota Bima yang melakukan pindah

tugas ke Pemerintah Kota Bima; dan
c. PNS Daerah yang melakukan pindah tugas di lingkungan

Pemeriruah Kota Sima.
J5. Pegawai Titlpan adruah :

a. PNS Daerah Pemerintah Kota Bima yang ditugaskan ke lnstansl
Pemerinrah di luar Pemerinlah KOla Bima untuk jangka waktu
terreruu: dan

b. PNS tnstansl pemerintah di Iuar Pemerintah Kota Bima yang
ditugaskan ke Pemerintah Kala Bima untuk jangka waktu
tertentu.

16. Satuan KeJja Perangkat Daerah yang seJanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah
yang terdiri dari Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD, Dinas
Daerah, Lembaga Teknia Da.erah, Kecamatan dan Kelurahan
Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

17.Fcrmasi jabatan pelaksana adalah jumlah dan susunan pangkat
PNS yang diperlukan daJam suatu satuan organisasi negara untuk
mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

lB. Kompetensi adaJah kemampuan dan kerakrerieuk yang dimilfki oteh
Pegawai Nege,; Sipil berupa pengetahuan, keahUan dan sikap
perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

19. Penilaian prestasi kerja PNS adatah suaru proses penilaian secara
sistematis yang dilakukan oleh pejabat pentlai terhadap sasaran
ke.rja pegawai dan perilaku kerja PNS,

20. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingka! SKP adalah
rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.



Tata cam perpindahan Pegawaj sebagaimana dimaksud dalam pasal 7,
yrutu pemohon mengBJukrut Sural permohonan mutest kepeda
Walikota dengan melampirkan dokumen administrasi sebegai berikut:
II. surat persetujuan pelepasan dan Kepala SKPD 88ft1;
b. memperoleh Sural persetujuan dari pimpinan Instanei yang drtuju;
c. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses perneriksaan atau

sedang menjalani hukurnan disiplin sedang atau beral berdasarkan
peraturan yang berlaku yang ditandatangani oloh Kepala SKPO;

d. telah memilild minimal masa kerja 2 tahun dan maksimal 5 tahun
setelah diangkat menjadi PNSditempat kerja asal:

e. foto Copy Sah Pangkat Tcrakhir;
r. foto Copy Sah SKP lerakhir;
g. dalam rangka untuk kepentingan Dinas baik umuk pembinaan

pegawai, pengembangan karir pegawai dan menciptakan iklim
organisasi yang kondusif secrang PNS dapat dimuta.ikan ke unit
kerja lain tanpa persyaratan huruf a. huruf b, huruf c, buruf d,
hurur e. dan huruf f.

Pasa1S

MUla.i antara SKPD U"SkUI>Pemerintah kora Blma dapat dilakukan
dalam rangka penataan dan pemerataan pegawai,

Pass! 7

OaIam rangka penataan dan pemerataan PNS Pelaksana (Fungsional
Umum) dilakukan distribusi PNS antara SKPO lingkup Pemerintah
Kola Bima dengan berdasarkan fcrmasi. Kebuiuhan dan/stau
kompetensi yang dimiliki.

PasaJ6

BABIII
MUTASI

Bagian Kesatu
Mutasi Lingkup Pemerintah KOlaBima

Ruanglingkup mUlasi dan penempatan PNSmelipuil:
a. mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;
b. mutasl PNS dari luar Pemerin1ah KOlaBima yang akan plndah rugas

ke Pemenn1ah Kota Bima.
c. mutasi PNS dan Pemerintah Kota Bima yang akan pindah tugas ke

luar Pemerintah KOla Sima.

PasalS

MUlasi tugas dan penempatan PNS pada Lingkungan Pemerintah Kola
Bima bertujuan untuk rnemenulu keburuhan org..1.nisasi, fonnasi, dan
penempatan PNS yang sesuai dengan kompetensi yang dipertukan oleh
Pernerintah Kota Bima.

Pasal4



(11 PNS yang mengajukan pindall tugas ke Pemerintah Kota Bima
sebagaunana dimaksud dalam pasaJ 10, harus mernenuhi
persyaratan yang mehputi :
a. persyaratan khusua: dan
b. persyararan admlnistrast.

(2) Persyaratan Khu8U8 sebag,umana dimaksud pada ayat (1) huruf a
adaJah;
a. berstarus PNS:
b. memenuhi kuaHlikasi pendidikan, keahlian dan pengalaman

sesuai kebutuhan:
c. pangkat/golongan ruang seunggi-tingginya:

(i) penata Muds Tk. I (lJIfb) uotuk jabatan rUngsionaJ Umum
kecuali tenaga yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Bima;

(ul penata Tk. I (III/d) unruk jabatan rungsional tertentu kecuaJi
dibutuhkan oleh Pemerintah Kola Bima.

d. umur maksimal 45 tahun kecuali dibutuhkan oleh Pemerintah
Kota Sima;

e. sural pemyataan tidak sedang menjalani hukuman disiptin atau
dalam proses perneriksaan diduga metakukan pelanggaran
diaiplln:

r. surat pernyataan tidak sedang menjatant/melakaanakan tugas
betaiar atau belum selesai melaksanakan kewaiiban mengabdi
setelan rnelaksanakan tugas belajar;

g. tidak menunrut jabatan struktural yang dltanda tangani
bermaterai cukup; dan

h. rekam jejak riwaysl jebatan.
(3) Persyaratan administraai sebagaunana dirnaksud pada ayat (1)

burufbadalah ;
a. surat permohonan dan PNS yang bersangkutan sesuai tahun

beJjalan;
b surat keterangan tidak pcmah dijaiuhi hukuman disiplin arau

sedang dalam proses penjatuban hukuman dlslplin dari instansi
asal;

Pasa! 11

PNS yaog mengajukan pindah rugas ke Pemenntah Kota Bima
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disampaikan ke Walikota Bima
dengan ternbusan disampaikan kepada Kepala BKPSDM Kota Bima
disertai persyaratan-persyaramn yang telah ditenrukan.

Pasa! 10

PNS yang mengnjukan pindah tugas ke Pernerintah Kola Bima
dilakukan aecara selektif untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan
tenaga profeslcnal yang belum mcncukupi sesual dengan formasi dan
kompetensi yang dibutuhkan SKPD di Lingkup Pemerintah Kala Bima,

Bagian kedua
Muros! PNS yang akan Pindah Tugas ke Pemerintah Kota Bima

Pasa!9



PNS yang mengajukan pindab tugas keluar Pemerintah Kota Bima
sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, harus memenuhi persyaratan
yang meliputi :
a. berstatus PNS;
b. ruemperoleh persetujuan tertulis dan kepala SKPO:
c. Surat permohonan dan PNS yang bersangkutan diketabui oleh

kepala SKPD:
d. sural rekornendasi dan PPK instanei penerima dengan menyebutkan
jabatannya;

e. sural keterangan tidak pernah djjatuhi hukuman disiphn atau
scdang dalarn proses pcnjatuhan hu kuman disiplin dan instansi
asal;

f. eurat pernyataan tidak sedang menjaJani/melaksanakan tugas
belajar atau belum selesai melaksanakan kewajiban mcngabdi
seielah rnelaksanakan rugas belajar:

g. foto copy sah SK CPNS;
h, rota copy sab SK PNS;

Pasal 14

PNS yang mengaiukan permohonan pindah tugas keluar Pernerintah
Kola Sima sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 disampaikan ke
lVaJikota Bima dengan tembusan disampaikan kepada KepaJa BKPSDM
Kota Sima disertai persyaratan ..persyaratan }'ang telah ditentukan.

Pasal 13

PNS yang mengajukan pindah tugas keluar Pemerintah Kota Bima
dilakukan secara selektif dengan mernpertimbangkan pada kebutuhan
pegawai.

Pasal12

Bagian ketiga
Mutasi PNS yang akan pindah keluar Pemerintah Kota Bima

c. surat pernyataan tidak sedang menjalaniymelaksanakan rugas
belajar atau belum selesai melaksanakan kewajiban mengabdi
setelah rnetaksanakan tugas belajar;

d. surat keterangan bebas temuan (Lnspektorat asal tanda tangan
asli/basah);

e. surat pernyataan tidak menunrut jabatan struktural strukturat
yang ditanda tangani bermaterai cukup:

f. foto copy sal) SK CPNS;
g. foto copy sah SK PNS;
h. foto copy sah SK Pangkat Terakhir;
i. fOIA)copy sah -Jabatan Terakhir;
J. SKP 2 Tahun terakhir;
k. surat algas suarni/istri, surat nikah untuk permohonan rnurasi

dengan alasan mengikuti suamiyistri:
1. surat rekomendasi dan Provinsi asal
m. surat keterangan dan Dinas Dikbud atau Dina.s kesebatan dan

daerah asal dan daerah penerima; dan
n. berkasusulan dibuat rangkap3 [tiga].



Tata cam perpindahan Pegawai Titipan Pernerintah KOla Bima yang
diternpatkan di luar Instansi Pemerintah Kota Bima, Y811Umengajukan
permohonan pindah sebagai Pegawai Titipan ke Wlllikola dengan
melnmpirkan dokumen admirristrasi sebagai berikut:
a, surat perseiujuan dati Pejabnt Pembina Kepegawaian atau pejabat

yang dirunjuk instanat yang dituju;
b. surat pemyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dar!

pimpinan;
e. surat pernyatean tidak sedang menjalani tugas belajar dan

pimpman;
d. fOlO copy sail SK l'engangkatan CPNS;
e. (Oto copy sah SK I'I!ngangkalan PNS ;
f. foto copy sah SK Pangkar/Oolongan terakhir; dan
g. foto copy sail surat tugas suami/istri yang bertugas di luar wilayah

Pernerintah KOla Sima.

Pasal 17

Bagian Kedua
Tala Cara Perpindahan

Pegawai Titipan dan Instanoi di luar Pemerintah KOla Bima yang akan
dirempatkan di Pemerintah KOla Sima horus memeeutn persyaratan ;
8. surat permohonan dan PNS yang bersangkutan.
h. memperoleh persetujuan dan I'I!jabal Pembina Kepegawaian atau

Pejabat yang berweneng instansi asaJ;
c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara

tertulis oten pimpinan:
d. udak sedang menjalani rugas belaj ar yang dmyntakan secara

tertulia olch pimplnan: cia"
e. mengikutJ suami/i9tri yang bertugas dJ wilayah Pemerin1.ah KOla

Sima.

Pasal 16

Persyaratan

BABIV
PEGAWAI TITIPAN
Bagian Kesatu

(II PNS yang pinda h tugcs keluar Pemerintah Kota Bima diwejibkan
tcrlebih dahulu menyetesaikan pekerjaan yang meniadi
tanggungjawab.

(2) Sebelum adanya surai kepurusan definitif dari peJabat yang
berwenang, PNS yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas
seperti biasa pada SKPD asal.

Pasal 15

I. (010copy sah $K Pangkat Terakhir;
j. foto copy sab SK JabaUIJI Terakhir; dan
k. SKP 2 tahun terakhir.



Hak Pegawai Titipan sebagai berikut :
(I) Hak PNS Titipan Pemerinrah Kota Blma yang ditempatkan eli

lnstansi di luar Pemerintah Kota Sima teiap menjadj tanggung
jawab Pemerintah Kola Bima.

(2) PNS yans menjalarti penugasan sebagai pegawal titipan di luar
Pemerlntah KOla Bima tidak dapat dlberikan tunjangan perbaikan
penghasilan/tunjallgan kinerja.

(31 Hak PNS Tilipan dari instansi Pernerlntah til luar Pemerintah Kota
Bima yang ditempatkan di Pemerintah KOla Bima tetap menjadl
tanggung jawab instansi asal.

Pasal20

Bagian Keempat
Hak Pegawai Tibpan

(I) Jangka waktu Pegawai Titipan selama 1 (satu] tahun dan dapat
diperpanjang hanya 1 (saw) kali perpanjangan.

(2) Pegawai Trtipan dati Pemerintah KOla Bima yang akan
rnemperpanjang jangka waktu sebagai Pegawai Titipan barus
rnemperoleh rekomendasi perpanjangan dari WalikoLa paling lambat
I (oatll) bulan sehelum herakhimya jangka waktu sebagai Pegawai
'I'ftfpan.

(3) Pegawai Titipan dati instansi di tuar Pemcrtntah Kota Bima yang
akan memperpanjang jangka wakiu sebagal Pegewai Titipan harus
mcmperoleh rekomendasi perpanjangan dari instansi asal paling
lambat I (saru) bulan sehelum berakhjrnya Jangka waktu sebagai
Pega""'i Titipan.

Pasal 19

Tata earn perpindahan Pegawai Titipan Instans. di luar PO!mt>rintah
KOla Bima )8ng ditemparkan di Pemerinrah Kora Bima, yaitu
mengajukan pennohonan pindab sebagai Pega"ai Titipan ke lValikora
denga,n melampirkan dokumen adnumstrasi sebagai berikut:
a. surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabar

yang dirunjuk inatansi asal;
b. sural pernyaiaar, tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari

pimpinan;
c. surat pernyataan tidak sedang menjalant tugas belajar dari

plmpinan:
d. foto copy san SI{ Pengangkatan CPNS;
e. foto copy sah SK Pengangkatan PNS :
r. foro copy sah SK Pangkat/Golongan terakhir;
8. foto copy sah sural tugas suami/fstri yang berrugas di wila~'ab

Pemerintah Kota Bima; dan
h roto copy sah buku nikah oleh pejabat yang berwenang,

Bagian Ketiga
Jangka WaklU

Pasal 18



(I) Seleksi administratif sebagairnana di maksud daJarn pasel 23 ayat
(I) huruf a meliputi pemeriksaan kelengkapn berkas dan vertnkasi
usulan pindah.

(2) Hasil ."Ieksi admini$tratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
jadikan dasar untuk mengikuti pelaksanaan seleksi/tes berikutnya,

Pasal24

(I) PNS yang akan pindah tugas ke pemerintah Kola Bima dilakukan
melalui mekanisme seleksi meliputi:
a. seleksi administrasif; dan
b. tes wawancara,

(2) Dalam melakukan seleksi/tes sebagaimana di maksud pada ayat (1)
di benruk tim seJeksi dengansusunan tim dan uigas dl tetapkan
dengan Keputusan Walikota Bima,

(3) Pelaksanaan seleksi/tes dapat dilaksanakan 4 (ernpat) periode
dalam satu tahun berjalan.

(4) Hasil seleksi/tes yang dilaksanakan digunakan sebagai dasar
bahan pertimbangan perplndahan ke pernerintah Kola Bima.

(5) PNSyang telah mengikuti tabapan seleksi dan dinyatakan lulus di
berikan surat rekomendasi persetujuan tertulis dari pejabat
pembina kepegawaian.

Pasal23

BABV
SELEKSI PNSYANGAKAN PINDAHTUGAS KE PEMERINTAH KOTA

BIMA

Kewajiban Pegawai Titipan Pernerintah Kota Bima yang ditempatkan ke
tnstansi di luar Pemerintah Kota Bima sebagai berikut :
a. mengirimkan laporan kehadiran yang ditandatangani oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian atau Pejabal yang dirunjuk ke BKi'SDM dan
Sb."PDasal;

b. meuyerahkan nilai SKP kepad. SKPD asal;
c. melaporkan kepada, Kepala BKPSDM dan Kepala Badan

Kepegawaian yang dituju eetelah berakhirnya jangka waktu sebagai
Pegawai Titipan.

d. khusus pegawai (itipan yang rnenduduki jabatan fungsional
rertentu berkewajiban mengirimken rekomendasi Angka Kredit ke
SKPD asal sebagai dasar penghiru ngan Angka Kredir oleh Tim
Penilal Angka Kredit,

Pasal 22

Pegawai Titipan dan lnstansi di luar Pemerintab Kola Bima yang akan
ditempatkan di Pemerintah Kota Bima 11al'US mengikud ketentuan
peraturan perundang-undangan kepegawaian pada Pernermtah Kota
Bima.

Pasal21

Bagian Kelima
Kewajiban PegawalTitipan



(II 'rim Seleksr sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 28 ayat (2)
mempunyai tugas melakukaa analisis permohonan pindah PNS
beserta keJengkapan dokumen administrasi sesuai persyaratan dan
memberikan pcrtimbangan kepada Walikota.

Pasa129

: Sekretaris BKPSDMKota Bima
; Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi, ORta
dan Informasi Kepegawaian
: Unsur pegawat BKPSDM Bidang MUlas;

: Asisten Administrasi Umum
Sekretaria Daerah
: Kepala BKPSDM

; Sekretaria Daerah Kota Bime

: Walikota
: Wakil Walikota

Pasa] 28

e. Ketua
r, Sekreraris
g. Kocrdtnator

h. Anggota

(1) Walikota Bima mernbentuk Tim Seleksi dalarn rangka memberikan
pertimbangan kepada Walikota tentang Pegawai Pindahan Dari,
Dalarn dan Kc lnetansl di luar Pcmerintah Kota Bima,

(2) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (I) terdiri dari:
a. Pembina
b. Wakfl Pembina
c. Pengarab
d. Wakil Pengarah

BABV
TIM SELEKSI PEGAWAJPIN'DAHAN

(I) PNS yang mengajukan permohonan rnutasi dengan alasan
mengikuti suami Zistcri karcna dinas dapat diprioritaskan dan
dipertimbangkan untuk eli serujui berdasarkan formasi yang
tersedia.

(2) Suami sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ada lab berkedudukan
sebagai PNS/TNI/POLRI/LEMBAGA.

(3) SUTat persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2·3 ayar (5) berlaku setama I
[satu] tabun sejak di terbitkan.

PasaJ 27

Hastl penilaian oleh tim seleksi dJsampaikan kepada Walikota Bima
sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan pcnctapan
pcgawai mutasiypindahan yang akan tugas ke pemeriotah KOla Bima.

PasaJ 26

Tea wawancara sebagaimana dimaksud dalam pasal23 ayat (II huruf b
dilaksanakan olcb tim sclcksi.

PasaJ 25



PNS ya.ng relah mernpercleh surat persetujuan tcrtulis dad peiaba;
pembina kepegawaian sebelum di tetapkannya Peraturan Walikota inf
dlnyatakan berlaku sampal jangka waktu I (S"IU) tahun sejak ill
terbitkan dan untuk memperoleh surat persetujuan tertuhs setanjumya
wajib mengikuti tahapan seleksi sesuai Peraturan Wnllkota 101.

Pasal 32

BABIX
J( IITENnJAN PERAUHAN

(!) Dalam hal Sural Kctcrangan yang dilampirkan sebagai persyaratan
administratif Pindah maupun sebagai PNS titipan tidak benar,
maka yang bersangkuran akan dijatuhi eanksi seeuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)PNS yang memiliki kompetensi teknis/fungsional tertentu yang
fcrmasinya sangat terbatas, secara prinsip udak dlpcrkenankan
untuk pindah lU8I'. keluar pemerintah kota Sima. kecuali bagi PNS
yang mengikuli .uaml/ialeri yang bekerja ill luar Pemerintah KOUl
Bima.

BAS VI"
KETENTUAN LAI:'1-LAIN

Pasal 31

Dalam hal terdapat perrnasatahan terkait perplndnhnn PNS Dari,
Dalam dan Ke lnetanei di luar Pemerintah Kota Blma dapai c1i1akukan
koordmasi dengan Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPSDM.

Pasa I 30

BAB VII
KOORDINASI

(2) Tim Seleksi seba8l'imana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) da1am
melaksanakan tugasnya berdasarkan pada;
a. formasi dan kebutuhan pegawai;
h. penempatan pegawai.
c. kemampuan/komperensi teknis:
d. kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat adrninistrasi;
e. pembinaan karir I'NS;
r. kebutuhan khusus organisasl: dan
g. data pendukung lalnnya.

(3) Hasil pertimbangnn TIm Seleksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (1) berupa rekomendasi tentang duerima aUlUdilOIak
suatu permohonan pindah



BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR

SEKRE1'ARIS DAERAH KOTA BIMA,

2021

Ditetapkan dJ KOla Blma
pada tanggal $0 f¥?i.1,.. 2021

rAUKOTA SIMA, /'

~

it MUHAMMAD I.UTFI
Oiundangkan d i Kola Bi'1'a
pada tanggal 30 Af"l..

Peraturan Walikola 1,,1mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sedap orang mengetahutnya, memerinrahkan pengundangan
peraturan watikota ini dcngan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Sima.

Pasal33

BABX
KETENTUANPENUTUP
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